PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMEAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun
Angparan 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupat
Sambas tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1[I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820},

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535},

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang



12.

13.

14,

15.

16.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416} sebagaimana telah beberapa kah diubah dan
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
SJistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

29,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585),;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165},

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219|;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 153);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



26.

27,

28.

29,

30.

Memperhatikan:

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2008 Nomaor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 354
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupafi Sambas Nomor
54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2015 Nomor 16);

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:
905/501/3J tentang Petunjuk Teknis Penganggaran
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah 2016,

2. Surat Edaran Menteri Keuangan  Nomor:SE-

10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/ Pemotongan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Secara Mandin
Tahun Anggaran 2016;



3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor:SE-
19/MK.07 /2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus Fisik Tahun 2016 Berdasarkan Usulan
Pengurangan/Pemotongan Secara Mandiri  Oleh
Daerah;

4. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Nomor: 5-579/PK/2016
tentang Penyampaian Informasi kepada Daerah
tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan
Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun
Anggaran 2016;

5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:
88/BPKAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016;

6. Keputusan Gubernur Kalmantan Barat Nomor:
156 /DISPENDA/2016 tentang Penetapan Rencana
Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada
Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016;

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:
157 /DISPENDA/2016 tentang Penetapan Selisih
Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak
Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota
Sekalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:
219/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran
2015 Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah dengan rincian sebagai
berikut :

l. Pendapatan :

a. Semula Rp 1.583.663.654.608,49

b. Berkurang Ep 6.598.244.796,94 (-]
Jumlah Pendapatan setelah Ep 1.577.065.400.811,55
Perubahan

2, Belanja

a. Semula Rp 1.628.399.538.064,5%

. Bertambah Ep 36.562.798.850,60 (4
Jumlah Belanja setelah Perubahan REp 1.664.962.336.915,14

3. Pembiayaan
a. Penenmaan

1) Semula Rp 97.235.883.456,05

4] Bertambah Ep 35.161.043.647,54 (+)

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Ep 132.396.927.103,539
b. Pengeluaran

1} Semula Ep 52.500.000.000,00

2) Berkurang Rp 8.000.000.000,00 ()

Jumlah Pengeluaran setelah B 'R‘p 44, 500.000.000,00

Perubahan

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp 87.896,927.103,59

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA] Rp 0,00

Pasal 2

Fenjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 November 2016

BUPATI SAMBAS,
ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 November 2016

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,
ttd.

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinva
Kepala Bagian Huk

MARIANI
mbina (IV /a)
NIF.19640112 200003 1 003



